
  
 

 

 
 

 
 

GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 51 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42       
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS                  

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA                        
PERDAGANGAN ORANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya 
pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, 
sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi 

Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta 
Berencana menuju Bali Era Baru perlu dilakukan 

penyesuaian anggota Gugus Tugas; 
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi 

Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah         
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, 
sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
 

SALINAN 



Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1649); 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35              
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan         
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang Cipta 

Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988          

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 

dan/atau  Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4818); 
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang 

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 
Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Pencegahan dan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara          
Tahun 2009 Nomor 180); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi 

Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 570); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                  
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120                 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019   Nomor  157); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 

 
 

 
 



MEMUTUSKAN: 
 

 

  Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2013 
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN 

DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 
ORANG. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 6 dalam Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi 
Bali Tahun 2017 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 6 

             
Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

terdiri atas: 
a. Ketua 

Wakil Ketua 

: 

:    

Wakil Gubernur Bali. 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali. 
b. Ketua Harian : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Bali. 
c. Anggota 

 

: 1. Kepala Kepolisian Daerah Bali; 

2. Ketua Pengadilan Tinggi Bali; 
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali; 

4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Bali; 

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Provinsi Bali; 
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Bali; 
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali; 

8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi 
Bali; 

9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 
10. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan 

dan Olahraga Provinsi Bali; 
11. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali; 

12. Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Bali; 

13. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; 

14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Provinsi Bali; 

d.    15. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, Kependudukan dan 

Catatan Sipil Provinsi Bali; 



16. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat 

Provinsi Bali; 
17. Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Bali; 
18. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Provinsi Bali; 
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Bali; 
20. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Bali; 

21. Kepala Badan Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BP3TKI); 
22. Kepala Biro Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi 
Bali; 

23. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; 

24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Bali; 

25. Kepala Kantor Imigrasi Denpasar; 
26. Kepala Kantor Imigrasi Singaraja; 

27. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UPTD PPA) Provinsi Bali; dan 

28. Pihak lain sesuai dengan kebutuhan. 
 

                                  Pasal II 
          

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
   

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Diundangkan di Bali 

pada tanggal 28 Oktober 2021  
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 ttd 
 
            DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 51 
 

Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 28 Oktober 2021 

 

GUBERNUR BALI, 

 

ttd 

 

WAYAN KOSTER 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan dan 

Kesra 
 

Kepala Biro Hukum  

Kepala Dinas Sosial, P3A  

 


